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' PETU‘NJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

‘ Memmbang
g bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam R

Mengingat

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
‘ NOMOR 15 TAHUN 2011 (EL e

o TENTANG
|

- KARANGANYAR NOMOR 21 TAHUN 2009 -

|1 TENTANG BANGUNAN ~

E
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

‘a bahwa penyelenggaraan bangunan harus mampu mendukung -
‘ fungSI ruanq dan menjamln kese.amatan penghunl dan llngkungan o S

| i:.‘_bahwa agar bangunan dapat menJamln keselamatan penghunl : ff*

“dan Ilngkungannya harus dlselenggarakan dengan tertlb

. 'ifdlwujudkan sesual dengan fungsunya serta dlkpenuhir‘iya!ﬂb
~persyaratan admumstras: dan teknls bangunan o o

, k,}_

o . huruf a dan huruf ‘b dlatas perlu menetapkan Peraturan Bupatr
ot tentang Bangunan { o ; S b
i Sl

.‘ii,~

Undang Undang Nomor\s Tahun 1950 tentang Pembentukan : :
Daprah daerah K?bupaten dalam ngkungan Provm51 Jawa"-’
. ".’,'Tengah 3 £ e e et L e

B

‘ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar;~’>,y i
L Pokok-pokok Agrana (Lembaran Negara Repubhk lndonesna

: ;,Tahun 1960 Nomor 104, _.ambahan Lembaran Negara Repubhk, o

; dones:a Nomor 2043)

3 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan . o
;w”“-fPermuklman (Lembaran Negara Repubm 5 lndonesxa{,nf
 Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
?'IndoneSIa Momor 3469) s “




. e

‘Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruks:

(Lembdran Negara Republik (ndonesia Tahun 1999 Nomor 54,

: Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndones;a Nomor 3833);

_Undang Undang Nomor 78 Tahun 2002 tentang Bangunan.

Gedung (Lembaran Negara Repubhk \ndoneela Tahun 2002 '

Nomor 134 iambahc.n Lembaran Negara Repubhk lndones:a
"Nomor4247) e i

i

Undanq Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Alr'

. (Lembaran Negara Repubhk Indones;a Tahun 2004 Nomor 32, -

~10.

RETR
" ,Tanah (Lembaran Negara Repubhk lndones:a Tahun 1997

'Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesxa
‘Nomor 3690) '

o ,Tambahan Lambaran Negara Repubhk lndonesua Nomor 4377)

Undang deang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan -

Peraturan{ Perundang undangan (Lembaran Negara Repubhk
lndones«a Tahun 2004 Noior 53, Tambahan Lembaran Negara"'
Reoubhk lndones;a Nomor 4389) e .'

Undang Unoang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan

i T Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesxa Tahun 2004

Nomor 1?z Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesxa
Nomor. 4437) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhlr.
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang |
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

o tentang Pemenntahan Daefah (Lembaranl Negara Repubhk

= Repubhk lndonesxa Nomor4844) L ‘:

lndoneoxa Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara

I

Undang Urdang Nomor. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembarani ;
Negara Repubhk lndonesna Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran '\Jegara Repubhk Indonesia Nomor 4444)

Undang Undang ‘Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ,
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia tath 2007 Nomor 68
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesna Nomor 4725) ‘

Peraturan Pemermtah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Peratuxan Pemetintah" Nomor 16 Tahun 2004 't'entarig
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, 'lambahan Lembaran Negara Repubhk

o lndonesna Nomor 4385)

1 1
1
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Peraturan Pemenntah Nomor 36 Tahun 7005 tentang Peraturan
Pelaksaiwaan Undang Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang :

a Bangun%n Gedung (Lembaran Negara Repubhk Indonesia .

~ Tahun 2005 Nomor 45 Tambahan Lerrbaran Negara Repubhkr'

14, |
£ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 oy

s

‘lb..’ 16'

Indonessa Nomor 4385)
|

;Peraturan Pemermtah Nomor .34 Tahun 2006 tentdng jalan

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone5|a Nomor 4655)

' Peratur?n P'emermtah‘Nomox 42 Tahun 2008 tentdng Eengelolaan
'Sumber Dayé Air (Lembaran Negara Republik‘ Indonesia

Tahun 2008 Normor 82 Tambahan Lembardn Negara Repubhk '

‘lndonesila Nomor 4858)

Peraturan Pemerlntah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

_‘ (Lembajran Negara Rnpubhk Indonesxa Tahun 2008 Nomor 83'

' Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4859),

17

i
Pexaturan ,Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12

tahun 2007 tentang Penyldlk Pegawaz Negeri Slpll (Lembaran

‘ Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);

18.

Sy

! :
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar “Nomor 21

Tdh'u‘n 4009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten -
Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21)

MEMUTUSKAN

Meneta?l{an . PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
g PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGA'\IYAR NOMOR 21
B TAHUN 2009 TENTANG BANGUNAN

| ' BABI |
'~ KETENTUANUMUM

Pasal1 IR

Dalam Peraturan Bupatn ini yang dlmaksud dengan

1,
2.

'Daerah adalah Kabupaten Karanganyar : ,
‘Pemorlntah Daerah ‘adalah Bupati dan Perangkat Daerah
‘qebagal unsur penyelenggara Pemermtah Daerah.

Bupatl adalah BJpatl Karanganyar g
- , .

\
s
]l



: }'mellputl perseloan terbatas perseoan komand|ter perseroan lamnya Badan" o

R
Sk e
SRR SIS B PR i '

l_’ ‘Pemerlntah Pueat selanjutnya dlaebut Pemerlntah adalah Presuden Republlk,"‘{':_, o
“lndoneS|a yanq memegang kekuasaan Pemerlntahan Negara Republlk'
fzilndoneSIa sebaqalmiana dnmaksud dalam Undang Undang Dasar Negara‘r

- Republik Indonesia. Tahun1945 A S e e e i i
if‘r’Pemerlntah PrownSIi selanjutnya dlsebut dengan PrownSI adalah Pemerlntah,;ﬁ :

Provinsi Jawa Tenoah

Kepala DPU adalah Kepala Dmas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar

Badan Pelayanan Perlzman Terpadu yang selanjutnya dlsmgkat dengan BPPT » :
; adalah Badan Pelayanan Penzlnan Tarpadu Kabupaten Karanganyar ) . L
= kepala BPPT adalah Kepala Badan Pelayanan Perlzman Terpadu Kabupaten e

% [

Karanganyar P C, S e .

i
? 3 :

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,"' . ’?.‘
i balk yang melakukdn usaha maupun yang tldak melakukan usaha yangv'» .

}';"‘Usa"wa Milik Negaraiatau Daerah dengan nama dan galam bentuk apapun ienihdy
"":-ﬂ"f-,f,flrma kong°| koperasn dana penswn persekutuan o By
| "fftperkumpulan yayasan organlsa3| massa organlsaSI SOSIal polltlk atau 1"1

_:.organlsaSI yang sejenls Iembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan o
Ialnnya T Y e ‘ '
10

,Bangunan ada!an suatu perwujudan f|$|k arsntektur yang dlgunakan untuk:‘,.'ﬁ 8
e ﬂ.'gff,keglatan manusia dan/atau menunjang keglatan manusua, yang sebagian dan . o

N seluruhnya dltanam atau dlletakkan atau melayang oalam suatu ||ngkungan"'

| bangunan bukan gedung

. f'ﬁ.fsecara tetap, ; sebaglan atau seluruhnya berada dlatas .atau dlbawah:

b ,ff‘_':‘perrnukaan tanah dan/atau peralran yang berupa bangunan gedung dan, Tt

Penyelenggaraan Bangunan adalah keglatan pembangunan yang mehputl:'?Ly_fffl"
'f'_vproses perencanaan teknls dan pelaksanaan kontruk3| skerta keglatan .
f:pemanfaatan pelestarlan dan pembongkaran bangunan e
| Penyelenggara banounan adalah pemlhk bangunan penyed:a Jasa kontruksrf:_f‘g;_l :
‘"‘:“‘fvi}'};_bangunan dan pengguna bangunan | (e . ‘ S
Pemilik . Bangunan adalah orang, badan hukum kelompok orang atau
i f{@;pemumpulan yang menurut hukum yang sah sebagal pemmk bangunan " . 8
14. Pengguna Bangunan adalah pemmk bangunan dan/atau bukan pemnhk;ii‘”;,.};‘f»,,,‘
J:_'bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemlhk bangunan yang S

: ‘LE’.:‘menggunaAan dan/atau mengelola bangunan atau bag:an bangunan sesua| e

‘"f145,}4{;7“‘fkdengan fungS| yang dltetapkan i e L : :




15.

16,
AT

- 18,

20,
21

. :-fungsr budi daya
19

Penataan ' Bangunan adalah ~serangkaian kegiat’an' merencanakan,
me.aksanakan dan menqendahkan pemanfaatan ruang untuk Ilngkungan

':brnaan berlkut sarana dan prasarananya bagl keglatan masyarakat dunla

USdha dan pemefrntah ,

Mengubah Bangunan adalah pakerjaan menggantr dan/atau menambah
bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan
dengan pekerjaan menggantr pekerjaan bangunan tersebut

Tato Ruang adalah WUJUd struktural dan pola pemanfaatan ruang

Po'a Ruang adalah drstrrbusr peruntukan ruang dalam suatu wrlayah yang
' mehputr peruntukan ruang untuk fungsr Ilndung dan peruntukan ruang untuk

'Penataan Ruang adalah suatu srstem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruano dan pengendalran pemanraatan ruang

Rencana Tata Ruang adalah hasrl pe,rencanaan tata ruang. _ )
Rencana Tata Ruang Wllayah yang selanjutnya drsrngkat RTRW adalah -

o penjabaran René ana Tata Ruang erayah

22,
, H‘\[perkotaan ?
23,

.' adalah panduan rancang bangun suatl kawasan untuk mengendalrkan .

RenCana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya RDTRKP

adalah penjabaran dari RTRW ke dalam renoana pemanfaatan kawasan Lo

Rencana’ Tata Bangunan dan ngKunqan yang selanjutnya drsrngkat RTBL |

o pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan Irngkungan

24,

' renoana umum dan panduan rancangan rencana rnvestasr ketentuan.

pengendalran rencar'a dan pedoman pengendalran rencena.

Lrngkungan Bangunan adalah lrngkungan drsekrtar bangunan yang menjadl

e pertlmbangan penyelanggaraan bangunan balk darr segr sosral bu_daya,

25,

- maupun darr segr ekosrs.em

' .

) .

, Air lebah adalah semua air buangan sisa kegratan manusra bark darr rumah

o tangga perusahaan dan lain- lain.

26,

‘ umum

Sumur Resapan adalah S|stem resapan buatan yang dapat menampung air
huran baik dari. permukaan air tanah maupun air huran 'yang disalurkan melalur

| atap bangunan dapat berbentuk sumur kolam dengan resapan saluran
S porous saluran resaoan dan sejenrsnya N

27,
hngkungan permukrman yang meliputi antara lain .pendrdrkan kesehatan,

Fasilitas Sosral adalah fasrhtas—fasmtas yang drbutuhkan masyarakat dalam o

perbelanjaan dan nraga pemerintahan dan pelayanan umum, perrbadatan

rekreaS| dan kebudayaan olah raga dan Iapangan terouka serta pemakaman



i’@

2€

'Jarlngan telepon Jagvngan gas jarlngan alr berS|h janngan a|r kotor termmal_ '

: |

Ut|I|tas Umum ada ah bangunan bangunan yang dloutuhkan dalam SIStem ,

‘pelayanan hngkungan yang d|Selenggarakan oleh Pemerlntah Provinsi,
" Pemenntah Daerah yang terdln antara lam Janngan Jalan Janngan listrik,

. angkutan umum, pembuangan sampah dan pemadam kebakaran

290

,Gans Sempadan adalah garle abstrak/khayal yang dltank pada jarak tertentu, B
‘ 'sejajar dengan as jalan as sunga| atau as pagar yang merupakan batas antara oy

baglan kavllng atau pekarangan yang boleh dan yang tldak boleh dlbangun

30, |
o "‘yang tidak boleh dllampau1 oleh denah bangunan kearah Jalan yang dntetapkan

31

P . x

:bangunan L ii N _ o o |
_Garls Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garls rencana .

v>dalam rencana kota 1—, , : : v
Gans Sempadan Banqunan yang selanjutnya dlsmgkat GSB adalah garis

rencana yang tldak boleh dllampaw oleh denah bangunan kearah GSJ yang..

% dntetapkan dalam rencana kota.
32
o yang tidak boleh dllampaw oleh bangunan antara bangunan dan pagar.
33,
o ‘_ yang tidak boleh dllampaw oleh denah bangunan kearah eungallsaluran

340

R}

S
]
V

Gans Sempadan Pagar yang selanjutnya dlsmgkat GoP adalah gans rencana |
Gana Sempadan Sunqa: yang selanjutnya dlsmgkat GSS adalah garis rencana

Koeﬂsnen Dasar Bangunan yang selanjutnya dlsmgkat KDB adalah angka
persentase perbandlngan antara luas seluruh Iantal dasar bangunan dan luas

Iahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dlkuasal sesuan rencana :

”"fjtata ruang dan rencana tata bangunan dan llngkungan

, s

' persentase perbandlngan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas -

;Koefusnen Lantal Bangunan yang selanjutnya dlsmgkat KLB adaleh angka_ (R

_ ‘lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dlkuasal sesuau rencana"\
‘ ‘ Hytata ruang dan’ rencana tata banqunan dan Ilngkungan ' '
3%,

persentase perbandlngan antara, Iuas tapak basement dan luas Iahan/tanah

perpetakan/daerah, perencanaan yang dlkuasal sesual rencana tata ruang dan

o rencana tata bangunan dan hngkungan

e

~5Koef15|en Daeiah Huau yang: selanjutnya dlsmgkat KDH adalah angka -

o persentase perbandlngan antara Iuas seluruh ruang terbuka diluar bangunan E

” yang dlperuntukkan bagl pertamanan/penghuauan dan luas Iahan/tanah‘>

. Uj perpetakanldaerah perencanaan yang dlkuasal sesual rencana tata ruang dan -

. rencana tata bangunan dan hngkungan

38

T dlperuntukkan sebagan daerah penanaman dlkota/wuayah dan halaman yang

.Ruang Terbuka Huau yang selaruutnya dlsmgkat RTH adalah ruang yang '

' ben‘ungsn untuk kepenhngan ekologls sosnal ekonomn maupun estetlka

:}!, ; ‘: .
P R oL ' '

KoeﬂSIen Tapak Basement yang selanjutnya dlsmgkat KTB adalah angka : -



!
-

/ i 39 zRuang Terbuka Huau Pekarangan yang seianjutnya dlsmgkat RTHP adalah ‘;;; T
A ”‘*»ijruang terbuka huau yang berhubungan Iangsung dengan bangunan gedung,’fé

. dan'terletak pada persﬂ yang sama,

r',ﬂﬂ}KonservaSI Sumbex Daya A|r adalah upaya memehhara keberadaan serta“ :

' keberlanjutan keadaan SIfat dan fungsn sumber daya alr agar senantlasa,f‘g{

‘;fg'f:f\akan datang | ; o

. tetep.

\ .f:ff'r:Beban Hldup adalah semua beban yang terjadt aklbat penghuman atauff‘

. ‘fpenggunaan suatu gedung

:dalam waktu tertentu yang dlnyatakan dalam Jam

unsur kenyamanan keselamatan komunlka8| dan moblhtas dalam bangunan

' permukaan tanah dan/atau alr serta dlatas permukaan alr kecuall jalan kereta ‘
_;;ﬁffapl Jalan Ioru dan Jalan kabel e f!jv S e
- E = iflzln Mendlrlkan Bangunan yang selanjutnya dlsmgkat IMB adalah perlzman i
i . _‘yang dlberlkan oleh Pemenntah Kabupaten Karanganyar kepada pemilik

li:‘,‘tersedla dalam kuantltas dan kuahtas yang memadal untuk memenuhlff‘ o
kebUtuhan makhluk hldup, balk pada waktu sekarang maupun generaSI yang' : |

.Z:Berat Sendm adalah berat dar| semua baglan suatu gedung yang bersn‘at "

Ketahanan Terhadap Api. adalah SIfat dari komponen struktur untuk tetapﬂ L
, fbertahan terhadap apn tanpa keh|langan fungsmya sebagal komponen struktur e

'Instala8| dan Perlengkapan Bangunan adalah mstalasu dan perlengkapan pada“:; o S
bangunan dan/atau pekar angan yang dlgunakan untuk menunjang tercapalnya .

’*Jalan adalah prasarana transporta31 darat yang mehputl segala baglan Ja|an o o
‘termasuk baglan pelengkap dan pelengkapannya yang dlperuntukkan bagl lalu
ks lintas, yang berada pada permukaan tanah diatas permukaan tanah dibawah

bangunan untuk membangur baru mengubah memperluas mengurangl

G dan/atau merawat bangunan sesual dengan persy ratan adm|n|strat|f dan

. i,,‘persyaratan tel\nls yang berlaku

S 47 ;Sertuﬂkat Laik Fungsp yang selanjutnya dlsmgkat SLF adalah sertnf kat yang i

diterbitkan oleh Pemerlntah Daerah setelah dladakan pemenksaan terhadap: i

ifﬁf;j,'bangunan yang felah: selesal dlbangun berdasarkan per syaratan dan ketentuan '

‘penzman bahwa suatu bangunan layak untuk dlpakal sesua| dengan fungsmya SRy

‘4‘,v}48_:;5"Standar Konstruk31 Bangunan IndoneSIa yang selanjutnya dlsmgkat SKBI

. ‘adalah standansasn yang d|terb|tkan Pemerlntah setelah dladakan pemerlksaan e

i'*i:‘terhadap bangunan tersebut bahwa suatu bangunah layak untuk dlpakal‘ :

L sebagalmana fungsmya




h ‘4’91.';;Ruang kedlaman adalah setlap ruangan dlmana seseorang tldur makan dan_‘ e

'ruang-ruang sejems yang penggunaannya tldak terus menerus

e ‘:’-‘f'ﬂi‘melaksanakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang IaZIm atau pekerjaan-{f_ff"kf;{'{’:
pekerjaan SOSlal |alﬂnya dalam pendgunaan bangunan kelas 1 2,3 atau 4,‘,. o |
;;;kecuall ruang ruang mandl kakus cuc1 dan setenka dapur gang gang dan Sl

50 : Keterangan Rencana yang. selanjutnya dapat dlsebut Adwce Plann/ng (AP)‘;_ |

€ 'adalah Keterangan Rencana berlSl l/etentuan dan persyaratan teknls serta o

uang yang harus dllakukan dalam pembangunan flSIk di IokaS|

organ:sme dl dalamnya sepertl cacmg, perakaran tanaman rayap dan fauna

menlngkatkan IelJU peresapan air ke dalam tanah untuk duadlkan sebagalf"' -

hltUngan waktu terteniu Juga dapat dlpungut kembah sebaga| pupuk kompos . sl
el BAB u S
ARSlTEKTUR BANGUNAN
A:’ o ,f‘;”’} | Baglan kesatu : };’f, e
i o Tlpe Konctruks: Bangunan
T e g L Pasal2 .
Q 3 "1“(1:)}: “V'}Bé(rdésrar‘kén daya tahan apl konstruk31 bangunan gedung dlbedakan atas tlpe e

o konstruk31 sebagal benkut ;;] ,_.‘ o

”"ﬁ}g,z beban dlplkul oleh kolom kolom dan balok—ba!ok atau dlndlng dlndlng"

""Lubang Resapan B/bpor: yang selanjutnya dlsmgkat LRB adalah Iubang -
ndrls pada permukaan tanah yang terbentuk aklbat berbaga| ak|t|f|tas‘,1;x7‘ e

anah lalnya selaln aklbat SIstem perakaran pohon yang berfungsl untk

cadangan alr tanah’ Fun93| Ialnnya sampah organlk d| dalam LRB pada'[

a Tlpe I - Konstruk31 Rangka Tahan Ap| |alah tlpe konstruk3| dlmana beban-‘ i

"Zbeton bertulang dl mana kolom kolom dan balok—balok atau dlndlng yang i

| ‘Jd|maksud dlounakan sebaga| selubung (shaft enclosures) mellputl tangga v A

- //ft dan I|n Iubang vertlkal dan baglan baglan struktur yang dlmaksud terdlrl '
"”f';darl beban beban tahan apl yang mempunya| ketahanan tldak kurang dar| Et

e Ldalam hal

1) Kolom (termasuk dlndlng beton bertulang yang bekerja sebaga| kolom)

i baglan s_truktur memlkul dlndlng, d|nd|ng tahan ap| dan dlndlng pem:sah 4 oy




‘ - 2) Dlndlng panll Iuar balok—balok induk, balok—balok anak portal atap dan

o selubung tak memlkul beban mellputl tangga hft dan Iam-lam lubangﬂ
vert1kal3 Jam P ; : :

3) Dinding panll yang menghadap Jalan umum dan dlndlng yang letaknya

‘tidak kurang 3 (tlga) meter dan batas halaman yang lain peruntukannya g
i jlka dmdmg tersebut di bag| pada tiap tingkat oleh Iantal horisontal dari 60

(enam puluh) cm keluar gans dlndlng atau oleh dlndlng honsontal yang ‘,

- tlnggmya tldak kurang dari 80 (delapan puluh) cm mempunya| daya tahan . o

: apl bagi bangunan bangunan kelas 6, 7, dan 8 tldak kurang dari pada 3

Jam dan dalam bag| bangunan—bangunan kelas 4 5 kurang darlpada 2.'3 ’
Cjam. o

Tlpe - Konstruksl Dlndlng Pemlkul yang terllndung ialah tlpe konstruk51 |

yang dlndlng dlndlngnya terdiri dan pasangan dmdlng (batu bata dan

o ':sejenlsnya) atau: beton bertulang dan baglan—bagian struktur yang dlmaksud ,

ﬂterdln dari bahan tahan ap| yang mempunyal ketahanan tldak kurang dani

'dalamhal . S '. -

_-v' a. Dlnd.ng luar dlndlng tahan apu dan dlndlng pemlsah 4] Jam «
b Dlndmg dlndmg pemlkul sloof-sloof pon‘a/ dan kolom kolom atau balok-rm
| . balok; memlkul dmdlng 3jam; G | :
: :f‘;' p:,.'vadmg panll ‘kolom-kolom dan ba!ok-balok dan selubung mehputl. o
| ';tangga lift, dan Iubang lubang vertlkal lain 2 j jam; e R
n d Rangka- rangka atap berlkut kolom kolom dan balok-balok yang -

'."bersangkutan‘.jam ' S R , R ‘
‘Tlpe - Konstruxsn Blasa/sederhana lalah tnpe konstruk3| yang dinding-

".dlndlng Iuarnya mempunyal daya tahan api 3 Jam dan konstruk3| baglan, .

R “dalam seluruhnya atau, sebaglan terdiri dari kayu atau baja tak terlindung

1 dan beton bartulang dipikul oleh baja tak terlindung.

d. }-Tlpe IV - Konstruksn Baja/be3| tak terhndung lalah tlpe konstruksn di mana

fbeban-beban dlplkul oleh rangka baja atau laln sejenls Iogam yang tidak
' dlllndungl terhadap apl dan dmdmg-dlndlng Iuar dan atapnya terdiri dari

= asbestos lembaran logam atau: lain.bahan tahan apl

4.‘,'T|pe vV - Konstruksu Kayu ialah tlpe konstruk51 yang baglan baglan‘

- strukturnya dan baglan baglannya terdiri - dari kayu/bambu juga termasuk"g o

setlap konstruk5| sejenls yang mempunyal laplsan luar daya tahan api.

Bangunan dengan konstruk51 campuran suatu bangunan dapat terdiri dari

R lebih dan satu tlpe konstruksn tetapi terdapat dua atau lebih tlpe konstruksi

‘.dalam satu bangunan dan tidak terplsah oleh suatu pemlsah tahan api yang o
sempurna maka seluruh bangunan harus dlanggap sebaga| t|pe konstruk5|
yang palmg tldak tahan ap|

N .
{‘_ . 3 [
o
|
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(2) Berdasarkan kedaya*ahanan terhadap gempa, bangunan rumah dan gedung

, lalnnya yang dlbuat atau dlrencanakan harus menglkutl pedoman teknls sesuai

: _ketentuan ketentuan berlkut

a

“b..
C.

Pondasu harus dltempatkan pada tanah keras
Penampang mehntang pondasn harus simetris. ‘
Harus dlhlndarkan penempatan pondasn pada sebaglan tanah keras dan‘ :
sebagtan tanah lunak / X

@angat dnsarankan menggunakan pondasn menerus, menglkutl panjang
,denah bangunan ' o

Pondasn dibuat menerus pada kedalaman yang sama pondasn ber’tangga '

En tldak dlperkenankan

lebar bangunan dengan panjang 1:2.

‘gempa bumi terjadl |

' _B|Ia dlgunakan pondasn setempat/umpak maka masmg masmg pondaS| .
_ setempat tersebut harus dnkat satu dengan |a|nnya secara kaku dengan o
balok pengikat. P |

Penggunaan pondaS| pada kondnsn tanah lunak dapat dlgunakan pondasn :
pelat beton atau Jenls pondaa alternatif lamnya i E

_ Untuk rumah panggung di tanah keras yang menggunakan pondaSI tlang,
: maka masmg masmg dari tlang tersebut harus terikat sedemnknan rupa satu |
sama Ialnnya dengan silang pengaku, baglan bawah - tiang yang SRR

berhubungan dengan tanah diberi telapak darl batu cetak atau batu kah .

sehmgga mampu memlkul beban yang ada dlatasnya secara merata

Denah banounan gedung dan rumah sebalknya sederhana sumetrls o
terhadap kedua sumbu bangunan dan tldak terlalu oan)ang Perbandlngan ‘

o Blla dlkehendakl oenah bangunan gedung dan rumah yang tidak snmetns e

maka denah’ bangunan teraebut harus dlplsahkan dengan alur pemisah

| (dl|ataSI) sedemlklan rupa sehlngga denah bangunan merupakan rangkalan

dari denah yang elmetrls Celah dtlata31 bangunan selebar +10cm.

' Penempatan dlndlng -dinding penyekat dan bukaan plntu / ‘jendela harus
. dlbuat simetris: terhadap sumbu denah bangunan '

: ‘Bldang dlndlng harus dibuat membentuk kotak-kotak tertutup

Blla bangunan gedung dan rumah akan dlbangun pada lahan perbukltan

maka lereng buk|t harus dlplhh yang stabul agar tldak Iongsor pada saat .

)

| B:la bangumn gedung dan rumah akan dlbangun d| Iahan dataran maka, ‘

- bangunan tldak dlperkenankan dlbangun di lokasi yang memiliki Jenls tanah'

yang sangat halus dan tanah hat yang sensmf (tanah mengembang)

{

8
f
%'»"
|



0. Struktur bangunan gedung dan rumah tlnggal harus dldesaln sedemlklan
vsehlngga memlllkl ‘ ' , L '
R 1) daktlhtas vang baik (ba|k pada materlal maupun strukturnya)
o 2) kelenturan peda strukturnya dan e b
: 3) mem|l|k| daya fahan terhadap kerusakan .

| p ,Selanjutnya secara detall ketentuan struktur bangunan tahan gempa;
tmengacu pada Pedoman Tekms Rumah dan Bangunan Gedung Tahan :
S 'Gempa Kementrlan Pekerjaan Umum. ) | =

- (3) Konstruksn-konstruksu - dari suatu - bar.gunan harus berbentuk sehingga’

konstrukst»konstruksn |tu menurut snfat dan ukuran ukurannya Iayak memenuhi .

syarat-syarat peruntukannya o R

| (4) Untuk bangunan laln vang belum dlatur dalam Peraturan ini, maka mengacu

pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berkaltan atau akan diatur :

S
tersendlrl S

IR Bagian Kedua

;’ :

Kosfisien Dasar Bangunan (KDB)

SN Pasal 3
(1) Penetapan KDB untuk quatu kawasan yang terdm atas beberapa kavellng/persn
dapat dllakukan berdasarkan pada perbandlngan total luas bangunan gedung
terhadap total Iuag kawasan dengan tetap mempertlmbangkan peruntukan atau
, fun95| kawasan dan da ya dukung Imgkungan ‘ o
‘ (2) Penptapan KDB dlmaksudkan untuk memenuhl persyaratan
o keandalan bangUnan gedung, '
b keselamatan dalam hal bahaya kebakaran dan banjlr
‘ kesehatan dalam hal swkulaSI udara pencahayaan dan samtasu
‘ konyamanan dalam hal pandangafl keblsmgan dan getaran
kemudahan dalam nal akseblhtas dan akses evakuasr
' keseraSIan dalam. hal perwu;udan wajah kota; =

..~ket1ngglan makm tlnggl bangunan Jarak bebasnya makln beQar

fco”-". © o o '”.U

: , l =8 Pasal4
T _( ) Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tmgg| o
dan/atau sedanq, sedangkan untuk daerah/kawasan ronggang dan/atau fun95| g
N resapan dltetapkan KDB rendah , - . v ‘ '
(2) Penetapan KDB dlbedakan dalam tmqkatan T :
| a. K DB tmggl (Ieblh besar darl 60% sampal dengan 80%)

b sedang (30% sampal dengan 60%) dan



’b
¢
d

3

5 .'a;_

"»",‘}rekomendaSI daru Instntus: terkalt S = S

c rendah (leblh kecul dan 30%)

Penghltungan KDB dlhltung dari luas persn setelah dlkurangl Garls Sempadan
Jalan (GSJ). . 1 o
o | - Bagian Ketiga

X Koefisien Lantai Bangunan (KLB) . .

Pasal 5

Ry _‘Yang dlmaksud den Jan KLB yang membedakan tmgkatan adalah

KLB tlngkat t|ngg| menunjukkan batasan lantai 6 (enam) lantan ke atas;
| .KLB sedang menunjukkan batasan lantai 3 (tlga) sampai dengan 5 (lima) lantan
8y KLB rendah menunjukkan batasan lantai 1 (satu) sampal dengan 2 (dua) Iantal
. Kawasan khusus sek|tar Bandara Adlsumarmo ada rekomendaS| dari Otontas
.-Bandara Ad|sumarmo SENTE R
" Kawasan khusus tempat wnsata alam, ‘cagar .; ‘bu.'daya 'harus mendapat

o
I

; Penetapan KDB d:maksudkan pula untuk memenuhl persyaratan keamanan'

mlsalnya per‘umbangan keamanan ‘pada daerah di sekltar bandara udara

‘-'sehlngga ketlngglanlbangunan gedung di sekltarnya tidak boleh meleblhl |

| ketlngglan tertentu untuk pertlmbangan keselamatan penerbangan

()
i fpei bandangan dan Jumlah luas lantai diukur dari permukaan permukaan dinding -
baglan luar termasuk Jalan~Jalan terusan tetapl tidak termasuk /lft tangga dan

H

.l'
L P
o

o Bégién Keembat .

‘Syarat-syarat Bangunan dan Luas Bangunan

S Paragraf 1
- Luas Denah Bangunan bagn masmg masmg Kelas bangunan

s ‘Pasal6 |
Perbandlngan Iuas lantal terhadap luas persil : dimaksudkan' sebagai

permukaan—permul\aan yang hanya ? d|gunakan untuk pemberhentlan

'kendaraan kendaraan uka permukaan tersebut terletak dalam bangunan dan -

; atau d| bawah bangundn terhadap luas persn

Untuk persﬂ persnl sudut bilamana sudut persn tersebut dllengkungkan atau

dengan sudut kurang dari 90° (sembilan puluh derajat) untuk me*nudahkan lalu |

hntas maka lebar dan panjang persﬂ tersebut dlukur dan titik pertemuan gans

o perpanjangan pada sudut itu dan Iuas persn dlperhltungkan dengan Iebar dan

‘ panjangnya = i



, ; , Pasal 7 i .
Kelas Bangunan dltentukan sebagal benkut ':i' f'*"" . , .
Kelas 1 (satu) merupakan Bangunan Human Blasa yang terdm dan Satu atau' :

. f—; f;jleblh bangunan yang merupakan ' o o ’ |

deret rumah taman unlt town house v1//a

. " lain selain tampai gara31 prlbadl

S rumah susun (f/at) dan/atau kondomlnlum

- j:~-5f0|eh seJumlah orang yang tldak berhubungan termasuk

Q1) Rumah asrama rumah tamu losmen
- *2) Baglan UntUK tempat tmggal dan suatu hotel atau motel

B ?“,"3) Baglan untuk tempat tlnggal dan suatu sekolah

4) Panti untul’ orang berumur cacat atau anak yatlm platu/terlantar ; 3!
5) Baglan untuk tempat tlnggal dar| suatu bangunan perawatan kesehatan: S
yang menampung karyawan karyawannya R A PN

o 1) Kelas 1a merupakan bangunan hunlan tunggal yang berupa satu rumah};‘-ifﬁi v.fr:
i tunggal dan satu atau Ieblh bangunan hunlan gandeng yang masmg masmg o
bangunannya dlplsahka“] dengan suatu dlndlng tahan apl termasuk rumah s

i 2) Kelas 1b merupakan rumah asrama/kost rumah tamu hostel atauﬂy'«"v‘ i
. }"f‘lﬂsejenlsnya dengan luas total lantal kurang darl 300 m (tlga ratus meter}
o perseg|) dan tldak d|t|nggaI| Ieblh darl 12 (dUa belas) orang secara tetap dan ‘; g e

;_“?ltldak terletak d:atas atau dlbawah bangunan hunlan Ialn atau bangunan klasf’ e

o ;fa[erelas 2 (dua) merupakan Bangunan hunlan yang terdln atas 2 atau Ieblh unlt, h
o hunlan yanq masmg masmg merupakan tempat tlnggal tnrplsah termasuk‘“f e

o j Kelas 3 (tlga) merupakan Bangunan Hunlan dlluar bangunan kelas 1 (satu) danﬁ i

~ 2/(dua), Yang umum dlgunakan sébagai tempat tlnggal Iama atau sementara e

o d ZKalas 4 merupakan Bangunan Hunlan Campuran termasuk tempat tlnggal yang G

“-.;.;';:fi_ijberada d| dalam atau bergabung dengan suatu bangunan kelas 5 (lima), 6 o

5 fif‘ ‘(enam) 7 (tuJuh) 8 (delapan) dan 9 (sembllan) merupakan tempat ’unggal yang;‘ ‘

o ada dalam bangunan tersebut dengan POSISI IetaknYa fungsi ‘hunian - terletak:

""”*“fdlatas atau dlbaNahnya yang menjadl satu lfesaluan bangunan (rumah:

"i"ih%?Lfi'“»,t0ko/ruko rumah kantor/rukan untuk per satu unit dengan lebar minimum 5, 15

o (hma koma l|ma belas) meter rumah gudang/rugud rumah pabnk/rubnk) 5
_‘:;‘,r,‘}'a.;;;';Kelas 5 (Ilma) banguran kantor merupakan Bangunan gedung yang"‘

L ; dlpergunakan untuk tu;uan-tUJuan usaha profesmnal pengurusan admlnlstrasl

(- atau usaha komerSIal dlluar bangunan kelas 6 (enam) 7 (tUJuh) 8 (delapan)_n‘i o

o dnmgmbian.




S f’;‘i’;f‘\:;.'Kelas (enam) bangunan perdagangan merupakan bangunan toko atau"’f: S

"‘,‘,".’_;—:’fbangunan Ialn yang dlpergunakan untuk tempat penjualan barang barang

: :jg-{ifﬁ"secara eceran atau pelayanan kebutuhan Iangsung kepada masyarakatf ‘

"7‘“‘.~"7';L’termasuk e
f1)Ruang makan kafe restoran

 atau motel

*5'75'3)Tempat potong rambut/salon tempat cum umum tempat mandu umum
"fj4)Pasar ruang penjua.an ruang pamer atau bengkel L

lf-,yang d'Pergunakan p°nylmpanan termasuk .
f1)TemPat parktr umum Sl

e gudang Sl e e Ca

“perdagangan atau p}emualan i gL

k”'_id|pe=rgunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat Umum ya|tu

‘f{}bangunan tersebut yang berupa Iabo‘ atonum

,_2)Ruang makan malam bar toko atau kIOS sebaglan baglan darn suatu hotel; oy S

j,erlas 7 (tujuh) Bangunan Penglnapan/Gudang merupakan Bangunan Gedungf'

r2) Gudang atau ’rempat pamer barang—barang produls3| untuk duual atau cuch : ~\i‘{:'ﬁj":;:i’ e

,;fKeIas’ 8 (delapan) bangunan Laboratorlum/lndustn/Pabrlk merupakan L
“',",,_.f,Bangunan geounc laboratonum dan bangunan yang dlpergunakan untuk,.*,z
: ;:tempat pemroeeaajn suatu produk51 perakltan perubahan perbaikan,

pengepakan f/n/shmg atau pembersnhan barang barang produk31 dalam rangka":
tAfjf””‘Kelas 9 (sembllan) Bangunan umum merupakan bangunan gedung yang

' ”:;1) Kelas 9a Bangunan Perawatan Kesehatan termasuk baglan baglan darl,'_‘} ff“;f

e _,}2) Kelas 9b Bangunan Pertemuan termasuk bengkeJ kerja Iaboratonum atau' e

sejenlsnya d| sekolah dasar atau sekolah lanjutan hall bangunani:r

. baglan dan bangunan yang merupakan kelas laln 7}:? f’ N
i Kelas 10 (sepuluh) marupakan bangunan atau struktur yang bukan hunlan

‘[I'}? atau sejenisnya; |

jf"atau dlndlng yang berd|r| bebas lfolam renang atau seJenbnya e
: o Pasal 8
(1) Untuk bangunan Kelas 1 (satu) dan 2 (dua)

penbadatan bangunan budaya atau Sejenls tetapl tldak termasuk setlapi o

| 1‘7,35;5‘,1) Kolas 10a Bangunan Bukan Hunlan yang merupakan garasn pnbadl carpon.‘ g

fv2) Kelas 10b Struktijr yang berupa pagar tonggak antena dlndlng penyangga‘ ﬁ

a Luas denah bangunan hanya d:perbolehkan mak5|mum 70 % (tUjUh puluh Ll

persen) dar| |uas,lpersﬂ yang bersangkutan syt

0

Sy




b Bangunan kelas 2 kecuah bangunan rumah susun dan/atau kondomlnlum f

{yang dldlrlkan dalam Ilngkungan bangunan toko atau perdaganganf'
‘ ‘,prosentase luas denah bangunan terhadap luas persnl sebanyak-banyaknya ‘

;70 % (tUJuh puluh persen)

| c. ‘_'Dengan tldak mengurangl arti sebagalmana cdimaksud pada ayat (1) huruf b

S .'_‘ pasal ini, maka seluruh permukaan luas persn dapat dlgunakan untuk denah -

- fbangunan Jlka

1) Baglan denah bangunan tersebut sama sekall tldak dlgunakan untuk

. 1" mekanis, dualmln sesua; dengdn keientuan- ketentuan_ dalam Peraturan -

A maksud hdur , ‘ _ ,
?) Adanya caha /a alam dan pembaharuan hawa balk secara alam maupun i
Dalam hal mer.dmkan bangunan kelas 3 (tiga) pada baglan yang dlperuntukkan‘ .

sebagal tempat kedlaman harus ‘rnempunyai ruang terbuka yang langsung

ey

;_berhubungan dengan udara luar dan tldak beratap yang

luasnya sekurang kurangnya 25 (dua puluh Ilma) m>;

gb dapat dltempatkan pada atap datar. . i L
: Untuk bangunan kplas 4. (empat) lua,s‘ denah banguhah "diperkénankanl
maksimum 80% (delapan puluh persen) dari luas persil ya;hg bersangkutan, -

sedangkan untuk dlluar ketentuan dlperkenankan maksimal 80% (delapanj

puluh persen) darl |uas persn setelah dlkurangal Iuas perell yang terpotong; ,
' dengan garis sempadan muka bangunan '
: Untuk bangunan bangunan Kelas 3 5, 6, 7 8, 9 dan 10 prosentase Iuas denah
‘ bangunan terhadap luas persn mak8|mum 60 % (enam puluh persen) _
kDaIam kondls: tertentu dengan pertlmbangan untuk kepentmgan umum Bupati

e dapat menentul/an Iuas denah bangunan dengan mengesampmgkan ketentuan'

pada ayat (4)

1 N

~ Paragraf 2 L

l :

Tlnggl Ruang dan Lantal Denah serta Ukuran Luas Lantal Masmg masmg Kelas .

“dan Peruntukan Bangunan

Pasal 9

(1) Tlnggl ruang, sama dengan Jalak terpendek dalam ruahg dlukur dari permukaan‘ ,

atas lantai sa'npal permukaan bawah langlt Ianglt rlan dalam hal tidak ada

Ianglt-langlt sampal permukaan bawah darl lantai d| atasnya atau sampai.

' permukan bawan kaso-kaeo

§
|
%
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“ 'ada ayat (6) huruf a Jlka

tanah yang ada dlsekellhngnya

dalam hal- hal lamnya yang Iuar blasa

dlmlrlngkan bupaya axr dapat mengallr

e BAB ||| s
g | ADMINISTRASI BANGUNAN

wh v
.','

- Baglan Kesatu : o
. K terangan Rencana atau Adv:ce P/annmg (AP)

: T :
STRUER IR

- Lamplran

perlu AP

Pasal 1 1

Sy . ‘ ~ o

L (1) Persyaratan pengajuan AP adalah sebaga: berlkut

Bunatl' dapat’ hemberl penwbebasan daryli katentuan sebagalmana dlmaksggr |
‘._‘Ietaknya lantan lantal ltu akan Iéblh tlnggl‘ dan éO v(‘enam ‘puluh)‘ cmv d| a‘tasy,
untuk tanah-tanah yang mlrmg dalam mendlnkan bangvunan—bangunan dan

,,Apablla lant al denah bawah tldaK dltambah denganISIan maka}vtanah yang g e

vf.,ada dxbawahnya demlklan pula suatu Iantau tanah harus d|tempatkan
'“sekurang-kurangnya. 15 (Ilma belas) cm d| atas Iapangan |tu serta"‘ e

| .AP dltetapkan oleh Kepala DPU dengan format sebagalmana tersebut pada : i

‘-;AP merupakan admlnlstrasn bangunan sebelum mengajukan IMB untuk seluruh '
'bangunan yang menempatl ruang/lahan di W|Iayah Kabupaten Karanganya T
. ag| bangunan perumahan yang sudah memlllk SK penetapan s:te p/an tldak'_’:, ; .

;f_;.;,a fotokopl KTP/Akta Pendman Usaha bagl Pemohon/orang/badan yang mas'h :

beﬂaku f,,~f;¢ga s-‘_“ ‘f~, '-f\ ig4’<,-’,g

4 g b fotokopn sertlflkat/ buktl kepemlhkan tanah ’ Ll
| . l__:c fotokopl pelunasan PBB yang terakhlr b = G
fead denah dan rencana peruntukkan lahan. - "

L (2 Mekamsme pengajuan AP adalah sebagal berlkut -
S "“;;fa Untuk permohonan AP: | ke

1) Pemohon mengajukan Iangsung ke Kepala DPU sebaga| persyaratan

sebelum mengajukan IMB

ST R R g
* N i CH N



L i

'I;F -

)Kepala DPU melakukan kajlan teknls terhadap permohonan danfi 5
menerbltkan AP B T S f : A . ‘ ’

o
l

| }' Untuk perubahan status bagl tanah mlhk negara

Pertanahan/BPN dengan dllengkapn persyaratan

‘L“;?1)Pemohon | mengajukan , permohonan ;. kepada ‘Kepala _‘Kaynto‘rk

: 1‘2) Kepala BF N melakukan koord:nasn dengan Kepala DPU untuk perubahan .
e status bagl tanah m|I|k Negara sebagal baglan dan pengendahan lahan L

dan tata ruang Daerah

,'X

et pertlmbangan untuk penerbltan sertmkat o

;jj:i_(3)' {jBtaya yang tlmbul dlbebankan pada Pemohon
. e e v;yy:‘l‘—‘ A "T . Bagian Kedua 7
et diweie Rencana Tapak atau S/te P/an

Pasal 12

3) Kepala DPU melakukan kajan teknls terhadap permohonan dan"*‘»_,
= menerbltkan AP dengan dltUJukan kepada Kepala BPN sebagan bahan o

( )Setlap pembangunan perumahan/permuk:man kawasan lndustrl kawasan';v»':'j

pergudangan kawasan perbelanjaan “oleh pengembang waub mengajukan“v%

rencana tapak kepada Bupatl melalul Kepala DPU

e .4_1(2) Pengajuan dilaksanakan segera setelah mendapat .zj’h ~ lokasi }"u'ntfu‘k}

. |ahan/kawasan dlmakeud

""-':’-C;,f}.7!}},7’1‘1(3) Pengembang dlarang me(akukan keglatan pembangunan apapun sebelumfj

mendapat nzm terhadap rencana tapak atas lahan/kawasan dlmaksud

. ,' i Pasal 13 o
S i (1) Persyaratan pengajuan rencana tapak adalah sebagan benkut o

a’ ‘-Fotokopl SK lz:n Iokasn bag: Iahan perumahan

.iﬂfSurat kelengkapan penyerahan |ahan pemakaman dan DKP

x "I-otokopl KTP/Akta pemohon

'yang dlte*apkan oleh Kepala DPU o ji e i i
'““gFotokopl sert|f|kat dan lahan/kawasan yang dlmohonkan

-"'V?m;'j‘f‘ a ‘.

?Fotokopl gambar rencana tapak Yang dlmohonkan sesuan ketentuan teknlsf;g

.f'jFotokopl serﬁflkat dan Iahan pemakaman yang dlsedlakan bag| pengembang‘ o

j"'perumahan dlsertal persetujuan Kepala Desa/Lurah Iatak lahan yangyj‘""‘ o

. }rv'vdlmaksud ' ‘ E

i 2 ‘ - N B + - 3
o : :

B
Cielo
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'F;’setelah pemoangunan dllaksanakan

A ‘“setelah rencaria tapak dltetapkan |

EACN R
R i

Data data laln yang mendukung :
(2) Mekanlsme pengajuan rencana tapak adalah aebagal berlkut

o a Pengembang mengajukan permohonan kepada Bupatn mela|u1 Kepala DPU
o koordlnaS| dengan tlm tekms pertlmbangan rencana tapak/sn‘e p/an

yang dlketahul oleh Ketua tim;

if: ‘f,nama Bupatl menerbltkan rencana tapak Iahan/kawacan yang dlmohonkan

- 5 'mmk Pemerlntah Daerah dlserahkan kepada L

., ‘:“ 4"
g dlkeluarkan SR

- g Surat pernyataan bersedla tunduk pada hasnl rencana tapak yang dltetapkanf B "

dan bersed|a menyerahkan fasmtas umum dan fasnhtas sosnal yang‘
C':f’,fdlsedlakan kepada Pemermtah _)aerah dalam kond13| balk dan lengkap
~ dengan alas bukt| hak atas nama Pemerlntah Daerah, sesuai ketentuan’r‘ L

m'g'xPeraturan Perundang undangan yang berlaku pallng Iama 2 (dua) tahun"f

h Surat pernyataan bersed|a menyedlakan dan menyerahkan kepada'lfg i |
. Pemerlntah Daerah lahan pemakaman mlmmal 2% (dua persen) dari luas

2 ‘Vltj?‘vylahan yang dlmohonkan bag| Pengembang perumahan dlsertal dengan alas&f‘?i |
- e : buktl hak atas« nama Pemerlntah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan‘ »
e ‘Perundang undangan yang berlaku pallng Iambat 2 (dua) bulan setelah Sl

b Kepala DPU mt,nelltl kelengkapan persyaratan dan menyelenggarakan rapat}jn;‘f £
c f'TIm tekms dalam melakukan koordmasn menuangkan dalam benta acara t|m :
L Berdasarka berlta acana sebagalmana dlmaksud huruf c, k t(epala DPU atas~‘~,“:,:":‘ -
: Rencana tapak dleerta! dengan data-data fasmtas umum dan fasmtas sosnal :

5:1) Pemohcn untuk segera memproses per|z|nan !MB bagi pengembang“"' o

perumahan pallng lambat 2 (dua) bulan satelah rencana tapak 5 :

2 “f'KepaIa BPN untuk segera memproses perallhan hak atas |ahan/kawasan’ P .
Yang dlperuntukkan bagi lahan pemakaman fasilitas sosial dan fasulltas; Lnl e
- umum  milik Pemerlntah Daerah atas beban pengembang, Serta‘:- s

s }':‘f‘{;pemecahan hak yang dlbutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan_ft‘

“’_{?Perundang undangan

7/':’:"3)13,Kepala DKP untuk segera menerbltkan lzm penerangan Jalan umum .

pengambll allhan han pemakaman

i 4) Kepala DPPKAD untuk bahan perhltungan updatmg data aset Daerah

pengawasan konsnstenS| Ietak TPS dan hydrant serta pers:apanfyr }': -



_ﬁ«&,

e 5) Kepala BPPT unm;g segeré’thén'ihdak lanjuti pené'rbi{an‘lM;B dan 'perizinan
lalnnya | '\ L e
'”_1’6) Kepala Baglan Pemenntahan untuk melakukan koordmasn dengan o

i pengembang dan BPN dalam proses perallhan hak atas Iahan mlhkif.‘f'ff';'ff

Pemenntah Daerah
'pemndakan apablla terdapat penylmpangan
; esa/Kelurahar setempat agar masyarakat dapat mengetahumya

dlDaerah Pl s e et
3) Blaya yang tlmbul dlbebankan 'pada g‘emdhOn’; v 5

Pasal 14
esual ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku

‘Fasum dan fasos antara Ialn adalah

Ja’lan dengan kntena sesual Peraturan Daerah tentang Jalan .
: pengembang perumahan

asyarakat ;f 5519?~g,'<fﬁilfﬁfi~~"”?fi?fg-i;,y’,’~5*/
Kepala DKP e 3 ol

N

:f dltetapkan oleh Kepala DKP

Hydrant pada lOkaSl Ioka3| strategls sesual arahan Kapala DKP

' }-:‘(dua persen) dan Iuas Iahan yang dlmohonkan "51 } ' et
In.;talasn Pengelolaan Alr L|mbah (IPAL) sesua| keteniuan Kepala DPU

f,dapat tetap dllakaanakan oleh pengembang dengan melakukan Perjanjlan'f—’~

Daerah Selaku Pengelola Barang Daerah e * e
1’ . o
L X
o ; ‘
| :

7) Kepala Satpo' PP untuk melakukan Pengawasan pembangunan d| lokasi e |
sesual dengan rencana tapak yang dlkeluarkan dan melakukan"hl;

',Kepala Desa/Lunah dlmana Iahan dlmaksud berada untuk melakukanf e

emantauan edan memasangnya pada 5 papan’ pengumuman];_f,_,»;;f;fv

'9) Ar3|p di DPU sebagal sarana kendah dan pembmaan terhadap bangunan’;“?:vf i

Penge'mbangan perumahan/kawasan Wajlb menyedlakan Fabum dan Fasos e

‘ ;ang terbuka huau dengan komPOSlSI mlnlmal 15% (llma belas persen) dan*l; o
i Iuas lahan terbangun bagl pengembang kawasan dan 5% (hma persen) bag|'~ i

Sekolan dan/atau sarana lbadah sesuan ;'"kéténmani, ‘dan kebutuha‘n' e
B Lampu penerangan jalan umum (PJU) dengan tmk lokas; sesual ketentuan] ey

o. Tempat pembuangan sampah <TPs> seme!ritéré pada nokasi,-io,kasi- yang
|_ahan pemakaman bag: pengembang perumahan dengan Iuas m|n| mal 2 % ,‘ ¢

3)';Pengelolaam fasum dan fasos setelah d:serahkan kepada Pemenntah Daerah:’ o

Kerjasama pengelolaan fasum dan fasos antara pengembang dan Sekretansfﬁ



»Q‘ff G Baglan Ketlga k
. lzun Mendlrlkan Bangunan (IMB)
' 5‘, (1) IMB dltetapkan oleh Kepala BPPT atas nama Bupatn

,f2)'ﬂnocop|KTP ‘ﬁng : .:'195*;;2-;;-<‘7ffa; i
3) sallnan atau folocopl buktl pemlhkan tanah; - Do e

yang bukan mlhknya dan e s

5) fotokopn bukh lunas PBB tahun berjalan i _', «i ’
; " Dokumen rencana teknls yang telah dlsetu1u1 oleh DPU mehputl

%';‘1) gambar arSItektur e L ;
gambar struktur - iy
'gambar Utlhtaa (mekanlkal elektnka/) '-‘;:j e Caenian
" -‘?untuk bangunan gedung 2 (dua) lantal atau ieblh dan/atau bentang

x.iperhltungan struktur A ST ,
5 % pelaksana konstruksupenanggung Jawab pelaksanaan konstruksn

i

pengawas konstruksn Saa e
) AP sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 e

“‘kawasan mdustn

S Pasal16 |
fIMB hanya berlaku bagl nama yang tercantum dalam Keputusan

g ifdengan ketentuan yang berlaku

;‘“_yﬁPermohonan IMB dltolak apablla ; e o
b ?j"t:‘fa,‘i’jbangunan yangl akan dldlrlkan tldak memenuhi persyaratan dokumen"
‘ | admmstraS| dan dokumen rercana teknls S i

L b ié_pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerlntah dan :
e;f;“'pertentanqan denqan Peraturan Perundang—undangan yang lebnh tinggi

o deri Peraturan Bupat| ini.

i
P 3‘

_,f4) persetUJuanllzm pemlllk tanah untuk bangunan yang d|d|r|kan dlatas tanahj“ Lt

istruktur leb!h dan 6 (enam) meter dlsertal hasl penyelldlkan tanah dany[ L

:"'.'LUntuk bangunan Iebh dan 2 (dua) Iantal atau bangunan yang ber es:ko ‘.
":,1‘f"t|ngg| harus menyebutkan pel encana kOﬂStrUkSl Pelak ana kO”StrUKS' dan

"N"fRencana tapak bagu pengembang perumahan atau pembangunan:f':f : .

;'Perubahan nama pada Keputusan IMB dlkenakan Bea Bahk Nama sesua|"



S L Baglan Keempat ; ;'"f'v ,
Sertlﬂkat Lalk Fun951 (SLF) dan lzm Menghapus Bangunan (IHB)

ST

Lo Pasal19 f:\‘iv-.f‘ SR
; Orang atau Badan/tembaga sebelum menggunakan bangunan dl Daerah .
dlwajlbkan memlhkl SLF dari Bupat| ,' ; 3 ' S
SLF dlbenkan atas dasar B i : e

a‘.};Permlntaan pemuhk/penggqna bangunan gedung,, /; . i , oy
;';ii,f ;be.T'ffAdanya perubahan fungsn perubahan beban atau perubahan bentuk
- ',i_},i,bangunan qedung, i L e kel
oy 'c‘:f'f.Adanya kerusakan bangunan gedung aklbat bencana sepertt gempa bumn |

| tsunami, kebakaran dan/atau bencana lamnya atau

df'.;‘Adanya Iaporan masyarakat terhadap bangunan gedung yang dnndnkasnkan;"‘ _‘.}’ e

o j {‘»‘membaha’yakan ‘k selamatan masyarakat dan Ilngkungan sekltarnya

0 ;;"(1)Tata cara penerbltan SLF adalah e 5

5’)"’Bangunan gedung yang dlbangun secara massal oleh pengembang spertl Gt

Untuk bangunan gedung yang baru selesau dlbangun i e
1) Untuk bangunan gedung tunggal dalam 1(satu) kavhng/persnl SLFF

bangunan gedung dapat dlberlkan hanya pada bangunan gedung yang‘ s f;:,-lf*5 :

‘ ?'«-merupakan satu Kesatuan SIstem o

i ;“‘gbangunan gedung yang terplsah secara honzontal atau terplsah secara" :

'.T”f’_‘,‘fkonstrukSI dan' L BRI , -
.fUntuk kelompok unlt bangunan gedung dalam 1 (satu) kavhng/persna.ﬂ :

’ ‘, dengan kepemnhkan yang sama SLF bangunan gedung dapat dnterbntkan R
5 "af';'f f.secara bertahap untuk sebaglan bangunan gedung yang secara tekn|s~

: ,:;;{'fiipemlllk/penqguna , S : * , :
“}—‘fl“':f’Penerbltan SLF bangunan gedung dllakukan setelah pelaksanaan*v
1 ,‘pemerlksaan *kelalkan fungm bangunan gedung‘_ dengan . hasﬂf.j
. :?;‘;;';pemenksaan/pengujlan , terhadap persyaratan | ac'lr:nini‘st'ratif" dan

A *persyaratan teknls telah memanuhl persyaratan

[?‘,‘V‘jpembangunan perumahan serta fasum dan fasos dapat dlmlnta secara - -

‘ﬁ?".f[-}bertahap oleh pengambang, | | , ‘ |
‘6:).'Untuk bangunan gedung dengan snstem strata t/tle penerbltan SLF,

ap
. dlberlkan untuk satu kesatuan sustem bangunan gedung
( A sk

) Penerbitan SLF bangunan Qedung untuk sebaglan dnbenkan pada wit

‘.tif_sudah fungsnonal dan akan dlmanfaatkan sesual dengan permlntaan



b Perpanjangan SLF bangunan gedung dlberlakukan untuk bangunan gedungf",

L yang telah dlmanfaa’man sesua| dengan ketentuan

e . dllengkapl dokumen mehputl
.

”",‘Jte'masuk as bu:lt drawmg, pedoman pengoperaSIan pemellharaan/perawatan : ;

.J?fy‘fungsn bangunan gedung atau berupa rekomendasn

. : ;_1) 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tlnggal tunggal dan rumah deret sampan; i
dengan 2 (dua) lantal mellputu bangunan gedung khususnya rumah

tlnggal tunggal dan rumah deret

; 2) 5(I|ma) tahun untuk bangunan gedung selaln angka 1) e
= 3) Perpanjangan SLF banguna gedung dllakukan seteiah pelaksanaan'y"_.___,’_"’_1;i e

pemerlksaan kelalkan fung.,l : bangunan gedung dengan has||»f;f‘{,i"-"‘

pemerlksaan/penguuan terh'adap persyaratan admlnlstratlf “ dan

persyaratan teknls serta hasul pemenksaan berkala dalam rangka i
pemehharaan/perawatan pada tahun—tahun sebelumnya telah memenuhl,:‘""i‘r’ T
persyaratan % L - L e LT :
4) Terhadap bangunan gedurg yang dllakukan p'arubahan fungs|
" dlberlakukan perpanjangan SLF bangunan gedung setelah dlterbltkan IMB oo

yang baru atas perubahan func Si bangunan gedung tersebut

: (2) Proses pengurusan penerbltan SLF bangunan gedunq yang pertama dlterbltkan‘ L . :
_f dapat dllakukan setelah pelaksanaar konstruk5| bangunan gedung selesan danff

.‘ :

‘Dokumen pelaksanaan konstru Si- atau catatan pelaksanaan konstruksn

bangunan gedung dan peralatan serta perlengkapan mekamkal dan elektnkal' L
‘,S-;bangunan gedung (manual) dan dokumen lkatan kerja - , ' . :
b o ‘Dokumen admlmstratlf mehputl IMB, dokumen status/buktl kepemlllkan o
bangunan gedung dan dokumen status hakatas tanah ' ,‘ ;k
: . u (3) Pemerlksaan/pengujlan kelalkan fUFgSl bangunan gedung dllakukan dengan -

peng|s|an haanya pada formuhr daftar snmak pemarlksaan kelalkan fung°1_

bangunangedung ; £ j' Sl

a Pemerlksaan k lalkan fungsn bangunan gedung dapat dllakukan oleh |
,'_1) Penyedla ,asa pengawasan/MK yang mem|I|k| serin‘" kat keahllan atau : _ -
‘i 2) Pemerlntah Daerah apablla pelaksanaan konstrukS| bangunan gedung""‘ffi e
dan pengawasan dllakukan oleh pemlllk pada pelaksanaan konstruKSI
‘ 1' fvg‘ bangunan gedung human rumah tlnggal tunggal dan rumah deret “
.Q’}Pvemlllk bangunan gedung Wajlb memperbalkl baglan bag|an bangunan
| {‘gedung yang belum memenuhl persyaratan R L e
i f’i Hasn penglsuan daftar sumak pe eriksaan kelalkan fungsn bangunan gedung l'

e ;:setelah dlanal|S|s dlrangkum dalam surat pernyataan pemenksaan kelalkan B

0




R I SR T L

| (1) Masa berlaku SLF untuk bangunan gedung G ],‘, B

‘a. Human rumah tlnggal tunggal sc'aderhana dan rumah deret sederhana tldak,f,f'f::;~f o “

. ':“;“j;~ffi;dlba'[aSl (tldak ada ketentuan untuk perpanjangan SLE—) 7 gL
i b. Hunian rumah tlnggal tunggal daP rumah deret sampal dengan 2 (dua) lantan S f
o dltetapkan dalam Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun’ i o ’

c Hunlan rumah tlnggal tldak sederhana bangunan gedung Ialnnya padaf""‘:i

’umumnya dan bangunan gedung tertentu dltetapk n dalam Jangka waktu 5

* “"'(hma) tahun

(2) Pengurusan perpanjangan SLF ba gunan gedung dllakukan pallng Iambat 60?»

(enam puluh) har| ka ender sebelu masa berlaku SLF bangunan gedung atau“ff;g 5

,V‘ ¥ A

perpanjangan SI F bangunan gedunq berakhlr

iy
1

fll;;';'(y1)Orang atau Badan/Lembaga sebelum merobohkan bangunan d| D‘aeran;f

dnwajlbkan memuhku IHB dar| Bupah

(- dencan dllengkapl

a _Fotokopl KTP/Akta Pendman atau surat kuasa bag: InstanSI Pemerlntah

tpenghapusan

f c Rencana anggaran blaya merobthan bangunan g
( ) lee\,uahkan dar| ketentuan pada ayat (1) dan (2) dlatas adalah

2) IHB dlajukan dengan permohonan ertulis képa’dafﬂBupati.r‘nvelall‘Ji“Kepa’Ia DPU i

"fDenah dan data data gedung Yang dlmohonkan dllsertal alasan:'vf”‘: i

a Bagl keglatan melobohkan gedung dengan mekanlsme penghapusan asetj:"

‘ ﬂr | Daerah/Negara sesual ketentuan pengelolaan barang Daerah/Negara

b Merobohkan bangunan sebagal tlndakan pembongkaran oleh Pemerlntah'; :

Daerah terhadap bangunan tldak Iayak/tldak benznnltldak sesual izm :

L

Baglan Kehma

. o ‘Pemblnaan Pengendallan dan Pengawasan Admlnlstrasn Bangunan S

Pasal 23

. peruntukkan dalam wnlayahnya

(1)Kepala Desa/Lqrah 3melakukan legallsaS| terhadap setlap permohonan IMB'_’: ‘
: dalam rangka melakukan monlto||ng terhadap perubahan bangunan dan"}‘_i;

L (2) Kepala Satpol PP melakukan penertlban terhadap admmnstrasn bangunan dan‘,f‘f 2

menyelenggarakan pembongkaran bangunan yang Ildak sesual atau tldak :

¥

mem|I|k| admlnlstra5| bangunan ] e

N R . . T Ty "




Sa

v ‘(4)

@ ™o o000 ®

IMB tldak dlperlukan ‘,}untd‘xk-‘paI{erjaan'—pekerjaan s"ebagai‘manaf tersebut
dlbawah|n| ‘ T , o e T

mendlrlkan bedeng,
".memplester b

j'-memperbalkl retak bangunan
: memperbalkl ubln bangunan .

memperbalkl daun plntu dan atau daun Jendela ,

I '.memperbalkl penutup atap tanpa mengubah konstruksu
memperba|k| Iubang cahaya atau udara tldak meleb|h1 1 (satu) meter -
W","persegl L

h. ~membuat pemlsahan halaman tanpa konstruksi; dan

i i .memperbalkl Ianglt-langlt tanpa mengubah Janngan utllltas

o

a persyaratan yanq menjadl dasa dlbenkannya IMB terbuktl tldak benar,

@

@

I
- 1. ; ;
SR 1
b I Pasal17

Bupatl dapat mencabut IMB apablla

b _"b pelaksanaan pekerjaan mendmkan atau merubah bangunan menylmpang -

dan rencana yang disahkan dalam IMB; } ,
setelah 6 (anam) bulan dlber|<annya |MB pelaksanaan pekerjaan belum g

dlmulal dan B IR v ‘
d." satelah pelaksanaan pekerjaan dimulai ‘kemudian dihentikan berturut-
. turut selamaG(enam) bulan. | " :

Pencabutan IMB dlbenkan kepada Pém'égang Izin disertai dengan alasan yang
jelas { S L e fd

Sebelum pencabutan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dikeluarkan 2

Pemegang lzm terleblh dahulu dlberutahu dan dlben perlngatan secara tertulis.

+

i
o

Pasal 18

IMB yang dlterbltkan dlserahkan kepada‘: - .

‘pemohon sebagal ‘ do«umen keengkapan admlnlotraSI bangunan yang

selanjutnya dlgunakan untuk menyesualkan Pajak Bum| dan Bangunan; -

| Lurah/KepaIa Desa yang bersangku an guna dltlndaklanjutl dengan mengajukan |

” penyesualan Pajak Buml dan Bangunan ‘ R »‘,

4c.‘ Kepala DPU sebagal dokumen pengendahan bangunan di Daerah

d. Kepala Satpol PP aabagal dokuimen penertiban bagl pelaksanaan pembangunan

g agar sesuai dengan IMB yang dlterbl tkan. -

) i
: !

i

i
: i

5




. B (3) Kepala DPU melakukan pembmaan dan pengendallan admlnlstra3| bangunan s s
@) Kepala BPPT menyelenggarakc ‘pelﬁayanan penzman dalam | rangka
e kelengkapan admnmstrasn bangunan.\* ST o ‘ i

o {‘  & g o ilj_”ll‘kf; "Pasal 24 : | S
= r:%(")Dalam rangkai pembmaan pengendahan dan pengawasan admnmstrasn‘,f‘%,_‘jf*
"j,'ff;bangunan Bupat| membentuk dan enetapkan ' ' ‘ S

a. Badan pengendallan pembangunan perumahan dan permuklman Daerah e
E b" T|m teknls pertlmbangan rencana tapak/s:te p/an : o
c Tlm pemblnaan dan pengawasan arsntektur d| Daerah R |

o Tlm penertlban admlnlstraSI banCJunan g o

‘x"e. I'lm pelayanan IMB - S

 (2) Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan fasum dan Tasos kewajlbani an
"'pengembang, Bupatl membentuk txm yang dlketual oleh Sekretarls Daerah"' St

Selaku Pengelola Barang Daerah Wakll Ketua oleh Kepala DPPKAD Sekretarls'
L eh Kepala DPU dan beranggotakan SKPD terkalt yang bertugas untuk e

Melakukan |n\/en*ar|saS| data fasum dan fasos _ G :
.fMeIakukan pemantauan terhadap pengadaan fasum dan fasos oleh i
: pengembang dan melakukan koordlna3| dengan Satpol PP selaku petugas'v;;y‘ |
- penertiban; j (e e e el el
i"MeIakukan verlﬂkasn lapangan can admmnstrasn ternadap keberadaan fasum
dan fasos yar~g menjadl hak Pe 'nerlntah Daerah dan menuangkannya dalam :
: berlta acara pamerlksaan Iapangan untuk dllaporkan kepada Bupat| e

Mewakm Bupatl untuk menerlma fasum dan fasos darl pengembang, o

Dhe e Melakukan pengkajlan terhadap permohonan penggunaan fasum dan fasos:i‘;[;,?

| oleh masya"akat oebagal bahan pertlmbangan Bupatn dalam mengambll,‘ ;',

B ) .

= o Keputusan

,‘4|
Vi

‘(3) Dalam rangka pembmaan pengendahan dan pengawasan admmnstrasn
,fiv;}[bangunan Kepala DPU membentu dan menetapkan tugas “ : G
"'v'.:./a l' im pertlmbangan rencana keterangan/adwce plannlng (AP)
b Q:ekretanat tlm penyelenggara admlnlstra3| bangunan di DPU
c. Sekretanat pengawasan dan pengelolaan fasum dan fasos

EEE) B




el BAB |v Loy
o PENGELOLAAN LlNGKUNGAN HIDUP

J‘- RS

i
PRESRS

4 i Baglan Kesatu ‘ r
Ketentuan Teknlk gumur Resapan dan BI(),OOI’I

s S Pasal25 e R T
G ,"Untuk salura”;‘g 1 ‘a hmbah rumah tanoga hé",“? i rﬁémehgh
;ft’gketentuan——ketentuan sebagal berlkut L Ll

j"”a bahan saluran harus sesua| dengan penggunaannya dan Slfat bahan yang ;

hendak dlsalurkan

e bangunan S , , :
= c tempat pembuangan tndak boleh Iangsung menghadap Jalan

p/umblng lhdonesna

L jdan atau membuat eumur resapan g i

Pasa|26

e yang dapat meresapkan air..

p (2) . Jenls-Jenls sumur resapan sebaga| berlkut

- a Untuk banqunan gedung/rumah bertalang , : e
) sumur resapan alr hUJan dengan dlndlng pasangan batu

b selanjutnya harus dlpenuhl ketentuan ketentuan SKBI mengena| bahanf']

‘d‘ selanjutnya ; harus memenuhl J ketentuan ketentuan dalam pedoman'

;’ Pada setlap pembangunan bangunan atau bangunan gedung wapb melengkapl . S

(1) Bentuk struktur sumur resapan berbentuk bulat/hngkaran atau empat persegl; : o
‘fff-‘panjang, dlbuat dar: beton beton bertulang pasangan bata atau tanah dan di ‘”
dalamnya dIISl dengan batu ka|| uuk geotekstl/ batu bata arang dan Iam laln’g s

2) sumur resapan air huJan dengan dlndlng beton pracetak/precastf'f\}iTf

(remforced concrete p/pe) {;j; : f}f e

penghantar menUJu sumur resapan

; I

batuan (i

o _ (re/nforcadconcretep/pe) e
(e 3) sumur reaapan alr hUJan dengan dlndlng pasargan batu bata

L‘b' Untuk bangunan gedung/rumah tldak bertalang harus ada saluran“i"g; o
o o 1) sumur xesafan alr hu;an darl pasangan batu yang dIISI dengan batu-guj

2) sumur resapan a|r hu an dengan dmdmg beton pracetak/precast: G



|"7,,

e el Pasal 27 S

() Sumur resapan dapat dltempatkan dl seluruh daeeah pekarangan dengani ;

i f..:: ketentuan-—ketentuan sebagal benkut el 'F

o ?{ vfalr yang masuk ke dalam sumur resapan adalah a;r. huJan dan air yang tldak S

; *"f'?:,lmengandung bahan pencemar SRy e .
| ,,b'. ',tldak mengganggu kekuatan bangunan d| sekltarnya
el Jauh dan Septlctank dan dan batas pekarangan

o .«d._ﬁrittdak dlbangun pada daerah dengan alr tanah tmggl atau kecuah untuk‘ e

- jfgasm

i_f.fmaksud memperba|k| kualltas alr tanah termasuk ak:bat perembesan alr.

'e.{:pada daerah yang lablllmudah Iongsor atau terJal (kem:rlngan Ieblh dan o

1 2) pada lokasn tlmbunan eampah dan atau tanah yang mengandungi

[ {bahan pencemar

o o sumur resapan dlgah sampa| pada laplsan tanah berpasnr atau makSImaI2 g

;. meter d| bawah permukaan alr tanah atau kedalaman rencana darn volume |

: :_%';yang dltetapkan pada tabel benkut i

b
T

N No i Luas Lahan Pekarangan '.' vt“‘VOIume(V1)” - :VOIu me (V2)
R Ty it : m‘"‘ "":,’ e ;‘m"f ey

50—.,_100 [ 130= 259 | 210- 408
','101 150',:",}" | 280- 410 4,10 780 |

| 200<300 . | 520- 820 | 820- 1190“'

| s01= '4003""' i | 780-1230 12,30-2340
401- 500 - |1040-1640  |i6,40-3160
| 501~ eod;*l“:;v o ‘1‘3,00-,_0,50«;47_’_ 20,50-39,60
| eot- 70 l150-2460 |a4g0-a7d0
| 701 800 © " |1820-2870  |2870-5530 -
|10 | so1= 900 | 2080-3280 .|3280-6320
L 901-1ooof»,f'ﬁ*j il*f‘,"j1423,401—"36',‘80:'} , 36 80-71,10
| 12 |1oo1-1100 . |2600-41,00  |41,60-79,00
13, | Diatas 1109 setigp | 259  |*499

Penambahan ner 100 m2 1

O @ N o A0 N al

RICEA D e (R
‘ et

V1 -Volume sumur resapan yang mempunya| saluran drainase
: sebagal Pel:mpah ’ b e
V2 Volume sumur resapan tanpa saluranldra/nase sebagal pehmpah

51— 200 | 390- 620 l620-1100 |



*“.*vu"ayat (1) huruf f pasal lnl mlnimal 0, 80 m atau O 80 m2 -

. .:T"fmelengkapl dan atau membuat s:stem pembuangan air Ilmbah yang terdln dan "
| ﬁa pengumpulan alr hmbah (co//ect/on works) ‘

‘jb pengolahan alr llmbah (treatment works)

’ ;‘!c pembuangan air I|mbah (outﬁl//’dlsposal works)

Pasal28

"*""r’;k,‘i,y(y_z_),j_’,Dlameter atau luas penampang sumur resapan sebagaumana dlmaksud pada

7?:f:yxi“!(g‘)ignzAlr limbah dan rumah sakut pabnk/undustn (/ndustrlal waste water) wajnbi’:f:",'-;‘;:"""

"’i':,{f:.("1v)f;nBu"pyat‘i ‘m‘ewaji‘bkan pembuatan Lubang Resapan BIOPOI’I (LRB) pada Iokas:~";“fif‘ S

Ll 7"Ioka3| tertentu yang dltentukan kemudlan dalam Keputusan Bupatl

};‘ﬁ,’f'(v2)r“fyﬁ;Lubang Resapan Bloporr (LRB) d|buat dengan dlameter 10 (Sepoloh) Lo

S [sentlmeter dengan kedalaman1 (satu) meter g

: ' i . Baglan Kedua
Jen|° dan Krltena Bangunan yang Wajlb Dllengkapi Dengan Anal15|s Mengenal
L Dampak Llnqkungan (AMDAL)
i Pasal 297 o
(1) Pengelolaan Dampak Llngkungan harus memenuhl ketentuan ketentuan
e sebagal berlkut | o ] f' Hid ' AL y S e
a setlap kecnatan dalam ba'\gunan dan atau hngkungannya yang

Sl f}dllengkapl dengan AMDAL sesual ketentuan yang berlaku ff o

. menqganggu dan memmbulkan dampak pentlng terhadap llngkungan harus o

'.'?,setlap keglatan dalam bangunan dan atau hngkungannya yang

o ,_memmbulkan dampak tldak pen’ung terhadap hngkungan atau secaraf S

i ketentuan yang barlaku Lo TR e
‘:hngkungan adalah blla rencana keglatan tersebut akan
ni Perundang undangan yang berlaku G ;,?

'_"“Pmenyebabkan perubahan mendasar pada komponen hngkungan yang |
melampaul kntena yang dlaKUI berdasarkan pernmbangan |Im|ah

. ,,’;.teknologl sudah dapat dlkelola dampak pentlngnva t|dak perlu d”engkap,;g g
’Zdengan AMDAL, tetapl dlharuskan melakukan Upaya Pengelolaan
‘Llngkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Llngkungan (UPL) sesual_f' o

keglatan yang dlperklrakan mempunyal dampak pentlng terhadap'j_}lftL"f_*"

, menyebabkan perubahan pada snfat-sufat fnsnk dan atau hayatr“f
: llngkungan yang melampaun baku mutu llngkungan menurut Peraturan : - o



Lo

l

Gl ‘terancam punah atau hab;tat alammya mengalam| kerusakan

"memmbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan llndung :

3;"undangan R b

SR sejarah yang bernllal tnggi; . g

l

- - alami yang tunggl e

masyarakat dan/atau pemerlntah

o

A i

; N
Ve

Gy 'd keglatan yang mellputl

penghuauan dan ruang terbuka umum R 'C

penataan elemen llngkungan penghuauan dan laln Ia|n

llngkungan yang dlkehendakl dan kejelasan kont/nwtas pedestnan

. iy menlmbu!kan dampak pentlng terhadap llngkungan hldup

'f,"k3) mengaknbatkan speSIes speSIes yang Iangka dan atau endemlk dan . :
atau dlllndungl menurut Peraturan Perundang undangan Yang berlaku ;‘7’; e

’ (hutan I:ndung, cagar alam taman nasnonal suaka margasatwa dankf‘f‘ o
L sebagalnya) yang telah dltetapkan menurut Peraturan Perundang-’f' o

5) merusak atau memusnah}’an benda benda dan bangunan penlnggalan
. "‘ff’f‘{f~»ﬁé-5),‘mengubah atau memodnﬁkas; areal yang mempunyal mlal kelndahanf

- :;7)7mengaknbatkan/menlmbulkan konfhk afauff '.kontr‘d\}ersﬁif dengan

| ;j_";‘l) penataan Jalan tldak dapat terplsahkan dan penataan pedestrlan]

2) penataan ruang Jalan dapat sekahgus mencakup ruang ruang antar’*g'f,_:f;k"-f

bangunan yang tldak hanya terbatas dalam Damlja dan termasuk untuk“ o
ﬁ'f:S) pemlllhan bahan pelapls Jalan dapat mendukung pembentukan ldent:tas
,;{ff.-4) keglatan yang sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf d angka 1) 2) e

i dan 3) merupakan keglatan vang berdasarkan pengalaman dan tmgkat i ‘
perkembangan |Imu pengetahuan dan teknologu mempunyal potenS| £

;} (2) Ketentuan Pengelolaan Dampak Llngkungan dan Jems-Jems keglatan pada'

S pernbangunan bangunan gedung dan atau hngkungannya yang wapb AMDAL

L g}fadalah sesual Ketentuan Pengelolaan Dampak ngkungan yang berlaku.

" ‘ ;7"(5‘)“;’Ketentuan Upaya Pengelolaan ngkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan‘",‘i
L Llngkungan (UPL) Jenls-Jenls keglatan pada pembangunan bangunan gedung,

“-’i';:ffdan atau Ilngkungannya yang harus melakukan Upaya Pengelolaan‘”;

: “»ff"}“,kegentuan yang berlaku

f'Llngkungan (UKL): dan Upaya Pemantauan Llngkungan (UPL) adalah sesuai



S
N
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(4) Persyaratan Teknls Pengelolaan Dampak Llngkungan harus memenuh| “
' ketentuan ketentuan sebagal berlkut ’ '

‘va‘

,AUntuk mendlrlkan bangunan yang menurut fungsmya menggunakan

' menylmpan atau memproduksn bahan peledak dan bahan-bahan lain yang

sifatnya mudah meledak dapat dlbenkan izin apabila : 4 ,
1) lokasi bangunan terletak di luar Ilngkungan perumahan atau berjarak
tertentu. dan Jalan umum, jalan kereta ap| dan bangunan lain” di

‘ sekltarnya sesual rekomendaSI Dinas teknls terkalt :

:42) bangunan ‘ gyang dldlnkan harus terletak pada jarak tertentu dan_f B
batas—batas pekarangan atau bangunan lamnya dalam pekarangan :

: sesua| rekomendaS| Dlnas terkalt

3) baglan ~d|ndlng yang terlamah dar| bangunan tersebut dlarahkan ke

daerah yang pahng aman. TN IEn

.'ﬁBangunan yang menurut fungsnnya menggunakan menylmpan atau

o memproduk.,l bahan radloaktlf racun, mudah terbakar atau bahan lain yang

5 "'berbahaya harus dapat menjamm keamanan keselamatan “serta

fs;nar yang dipantulkan tidak “ boleh melebnhn 24°/ov dan dengan c

fkesehatan penghun: dan Ilngkungannya,

. 'Pada bangunan yang menggunakan kac:a pantul pada tampak bangunan

memperhatnkan tata letak serta orientasi bangunan terhadap matahari;
; 'Bangunan yang menurut fungsmya memerlukan pasokan air bersih dengan

: vjdeblt >5 I|ter/det1k atau > 500 m® /hari dan aka'\ mengambﬂ sumber air

" (_ftanah dangkal atau air tanah dalam (deep we/l) harus mendapat jin dari

'Dinas- terkalt yang bertanggung Jawab serta menggunakan hanya untuk

; ,keperluan daruu at atau alternatn‘ dan sumber utama PDAM; ,
"Guna pemullhan cadangan air tanah dan mengurangl debit air hanan maka -

setlap tapak bangunan gedung harus dllengkapl dengan bidang resapan;

:'Apablla bangunan yang menurut fungsnnya akan membangkntkan LHR

& j> 60 SMP per 1000 ft2 luas lantai, maka rencana teknls sistem Jalan akses-v

S '.keluar masuk bangunan gedung harus mendapat lzm dari Dinas Pekerjaan :

"}‘Umum(DPU) L) L

b
i
i




BABV f;f” Chime A
,SARANADANPRASARANA n;; f,7],"

Baglan Kesatu

l

’ Perencanaan dan instalasn Jarmgan Alr HUJan A

e PasaISO fijft f{;f~=?ﬁ‘

\’ ,’saluran air hu;an harus memenuhl ketentuan sebagau benkut

‘ tlap pekarangan dllengkapl dengan snstem pembuangan anr huJan

.....

,"besar-besamya 2‘5 meter
kekuatan dan kekokohan bangunan

Sig f‘p.pa-plpa saluran tldak dlperkenankan dlmasukkan ke dalam Iubang lubang //ft

| h baglan baglan plpa harus dlcegah darl bahaya karatan AR

mengena| bahan bangunan s . o o
 ~ = 0 Bag|an Kedua it Coidimen
: Perencanaan dan Instalaol Tempat Pembuangan Sampah s
Pasal 19 L

S (1) Setlap pembangunan dan atau perluasan suatu bangunan yang dnperuntukan

tanah dengan plpa—pipa atau Ialn dengan Jarak ‘antara‘l}}(f' 5::

pemasangan dan peletakan plpa plpa dlbuat sehmgga tldak akan mengurangn o ;' i

"'fw{jf"fi.’lf*fsaluran-saluran selanjutnya harus sesuai, dengan ketentuan ketentuan SKBIE': i

},_’f}sebagal tempat kedlaman dlwajlbkan memperlengkapl dengan faSllltaS

masyarakat sek|tarnya terjamln o , o ,
| (2) }Kapasntas tempat sampah rumah tangga mlmmum 40 (empat puluh) htéf

i :i"pengumpulan sampah yang dltempatkan dan dibuat sehmgga kesehatan umumf i

dlhltung berdauarkan Jumlah orang dan banyaknya buangan sampah yaltu Ieblh B o

'kurang2 (dua) Ilter/orang/harl e e R
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|
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i
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i
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- (3) Tempat sampah yang dlsedlakan dlpnsahkan dalam 3 (tlga) Jems yaltu sampah
’:‘ organlk sampah anorganlk dan aampah bahan berbahaya dan beracun (83) :

(4) Tempat sampah pada ayat (3) dlbuat dan bahan rapat alr mempunya| tutug
o fdan mudah dlambul sampahnya dltempatkan d| Iokasu yang aman dan mudah o

”,fv»duangkau el il

;2?,(5)2’, 'Pengelolaan sampah selanjutnva dlkelola dan dltanganl o!eh Dmas Kebersnhan S

D B
SR

ey fxf‘dan Pertamanan (DKP)

L 1

Baglan Ketlga

- Hy dra nt dan Alat Pemadam Kebakaran

Yo
“,g

St ) : Pasal 32 ; S
S ;' (1 ) bangunan Wajlb d:lengkapl dengan hydrant atau alat pemadam kebakaran sesual : '_'
A i kebutuhan dan acuan teknls yang dltatapkan oleh Kepaia DKP. |

F .’
St

terencana sesua| acuan teknls yang dltetapkan oleh Kepala DKP

gempa bumi yang pemberltahuannya Jelas dan dlletakkan pada Iokasx yang:
mudahterhhatoleh masyarakat . : e e

e BABVI Lo O
TATA C,ARA PEMBINAAN PENG l\WASAN DAN PENERTIBAN

. Pasal 33

.e"v‘-"jt,—‘""" T

~(2) Pengembang parumahan/kawasan wajib menyedlakari hydrant beserta saluran o

a|r yang dlbutuhkan serta meyelenggarakan operasmnal hydrant secara :

iff ;,(3) Pada bangunan gadung bertlngkat harus dlatur 1alur evakuasn kebakaran atauv, =

(1) Setlap perubahan alamat dan pemegang r'|n bangunan atau kuasanya harus?‘» j’

e 'fmambentahukan kepada Bupatl atau pejabat yang dttunjuk dengan cara tertuhs; ,‘

dalam waktu 14 (empat balas) hari.

/ja_f};'l};pejabat yang dltunjuk secara tertull.a

sebelum pekenaan dlmulal

(2)5».:'Pemegang izin bangunan d|wajlbkan membentahukan kepada Bupatl atau

‘a., permulaan pelaksanaan pekerjaan dl atas tanah tempat bangunan ltu akant ‘» }' o
= ,;;,}dldlnkan se&urang—kurangnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jamﬂ“

b’;-‘."_penyelesalan pendlnan bangunan dalam waktu 24 (dua puluh empat) Jam Sy

o jsetelah pel«erjaan bangunan itu selesal : : jeas R e |
c i permulaan dan/atau penyelesalan baglan baglan dan pekerjaan bangunanf"‘ Sl
! ltu untuk pembel ltahuan mana harusnya menurut surat |Z|n yang dlberlkan ‘

e s
EEERE | RTINS .

v




@

dnmaksud dalam aya; (2) harus dlberltahukan dan. tldak dlporkenankan.'

@

B R

|

Suatu baglan bangL.nan darl bangunan yang penyelesalannya sebagalmana '_

‘ ‘dltaruskan sehlngga tldak terllhat pada waktu pemerlksaan sebelum dlberl izin o

,'tertuhs dari Bupat| AR A ‘, :
- Apablla izin sabaga|mana dlmaksud dalam ayat (3) yang dlberlkan secara

tenulls oleh Bupah atau pejabat yang dltunjuk ternyata pelaksanaannya tidak .
vse‘s'ual dengan ‘makisud pemberlaannya, |2|n tersebut dapat dlcabut.

1

Pasal 34

iBupatl meIaILn Kepala DPU mengadakan pemerlksaan dalam waktu 14 (empat - S

belas) hari seLeIah rinenerlma pemberltahuan ‘ ,
Jangka waktu mengadakan pemenksaan dalam hal keadan luar biasa’ dapat
dlperpanjang selama -lamanya 14 (empat belas) hari Iagn dan jika waktu

. tersebut dllampaul tanpa ada pemerlksaan dari yang berwenang, pekerjaan

pendlrlan bangunan tersebut dlanggap telah °elesal

Selama pelaksanaan pendlrlan bangunan itu berlangsung pemegang izin -

i bangunan dlwaubkan meletakkan- Surat |zin Bangunan senantlasa berada di -

: ’tempat pekerjaan sehlngga dapat dlperhhatkan setiap kali dlmlnta oleh petugas,

surat izin itu.

- unfuk mengadakan pemerlksaan dan pembubuhan catatan catatan pada

! Kepala DPU atas nama Bupatl berwenang untuk memenntahlfan menghentlkan
o ) pendman suatu bangunan atau sebaglan dari padanya untuk sementara waktu

i t R :
\

a. .pelaksanaan pendlrlan bangunan itu menylmpang darl izin yang telah‘ |
“leberlkan menylmpang dar| syarat — syarat . atau cdari  perjanjian-

<4

.'perjanjlan yang tnlah dltetapl’an

: ‘wb.ﬂ‘pelaksanaan v pembangunan itu dilaquan@ bartenﬁangan ‘d_engan'_: :

~ketentuan—ketentuan yang berlaku

S c.-:tldak memenuhl petunjuk atau perlngatan dan pejabat yang berwenang |

 jangka’ waktu yang telah dltetapkan N

unituk n*engerjakan segala ‘sesuatu yang masih' dlpandang perlu, dalam '

',d.":pemegang |2|n bangunan dapat mengajukan bandlng kepada Bupatl'

_:terhadap perlmah penghentlan pendlrlan suatu bangunan Bupat| segera

| j.memutuskan akan dlpertahankannya atau tldaknya perintah atau Iarangan

f;_"yang dlkuluarkan oleh Kepala Dlnas Pekerjaan ‘Umum (DPU) yang .

; membldangl




e

: 'mempunyal wewenang sewaktu-waktu mendatang: tempat tempat - dan‘gz_'

T
Vl
i

1

Pejabat yang ber<altan dengan fungsn dalam melaksanakan tugasnya, |

o bangunan bangunan tanpa diminta oleh pemlhk atau pelaksana pekerjaan.

: ‘Tempat-tempat sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) yang dlgunakan sebaga| i
~;rumah atau yang hanya dapat dldatangl dengan melalun suatu bangunan

rumah hanya daoat dnkunjungl oleh Petugas: Pengawas Bangunan}

. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) pada han kerja antara pukul 06.00 -

~ sampai dengan; 18 OO
- ()

o pemenksaan dapat dllakukan dengan membawa surat penntah khusus dari l_ o

Apablla penghunu atau pemlllk suatu pers:l atau bangunan tidak menglzmkan ~

Bupatn atau pejaba* yang dltunjuk ' L ,‘ .
‘._':Para pemlllk atau pemakal bangunan atau pekarangan demlklan pula ',

f(_pelaksanaan pekerjaan pembangunan dlwaj|bkan untuk memperkenankan.~ ‘

| ”'vdladakannya pemenk%aan sebagalmana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), "

‘ -~ serta: memberman keterangan keterangan yang d|m|nta dalam jangka waktu ,

"L:“fyang telah dltentukan oleh Bupatl s : |
PO

[}

Bupa’u dapat- mlnta pertlmbangan lebih tanjut kepada ;nstanSI yang ahll dalam '

: ,f, ‘hal yang menjadl pokok persoalan bangunan sepanjang hal itu dlanggap perlu

(1) S

' penguasaan Pemenntah Pusat Pemenntah Provms: atau Pemerintah yang ‘

|

Paaal 35

Atas peker;aan pekerjaan pendman bangunan yang berada dibawah

dllaksanakan oleh masnng masmg dlnas tekmk ketentuan ketentuan dalam

~ Peraturan Bupah ini tetap berlaku.
/‘,Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap

bangunan bangunan khusus atau Jlka Peraturan yang Ieblh tlnggl menentukan

~lain:

- AW
TATA CARA PENGENAAN SANKS| ADMINISTRAul

' Pasa|36 |

(1) Bupatl melalw Kepala Satuan POlISl Pamong Praja (Satpol PP) berwenang

memerlntahkan penghentlan pekerjaan yang bertentangan dengan IMB yang

bersangkutan




‘Selambat—lambatnya 14 (empat belas) han setelah dltenma perintah
penghentlan sebagalmana , dlmaksud pada ayat (1) pem|I|k atau
2 'penanggungjawab bangunan dlwajlbkan memenuhn kekurangan persyaratan

,Seteiah lewat Jangka waktu pada ayat (2 ) pemlllk atau penanggungjawab -

bangunan tidak. memenuhl kekurangan persyaratan maka’ Bupatl melalui Dinas

- "oleh petugas yang' dltunquk

- Kepala DPU dapat menetapkan ketentuan yang bersufat teknls operaSIonaI '_ 1

. terkait menetapkan penghentlan pelaksanaan sebagalmana dlmaksud pada "

(

Mayat(’l) : L

. Bupati melalui Satpol PP dengan Dlnas terkalt dapat memenntahkan kepada |

Pemlhk bangunan - untuk membongkar bangunan yang didirikan ’udak"‘ =

S ‘berdasarkan IMB.
o

_Apablla dalam Jangka waktu selambat—lambatnya 30 (tlga puluh) hari sesudah ‘
' penntah pembongkaran sebagalmana dlmaksud pada ‘ayat (1), “pemilik .

bangunan tldak memenuhn penntan ‘maka pembongkaran dapat dilaksanakan

L BABVII

| KETENTUAN PENUTUP
| Pasal37 R
Dalam melaksanakan Peraturan Bupat| ini, maka '

E sepanjang berkaltan bangunan I T ‘, [

i

b Kepala DKP dapat menetapkan ketentuan yang berSIfat teknls operas:onalh‘v. E

"sepanjang berkaltan dengan kebersnhan penerangan Jalan umum, hydrant
~ dan alat pemadam kebakaran, TPS dan lahan pemakaman

- c Kepala BPPT oapat menetapkan ketentuan yang bersnfat teknls operasmnal

» | sepanjang berkaltan dengan proses pelayanan perlzman

d! Kepala Satpol PP dapat munetapkan ketentuan yang bersxfat tekms L

@

:bertentangan dengan Peraturan Bupatl lnl

operasuonal sepanjang berkaitan dengan penertlban bangunan

:Ketentuan teknls sebagalmana :dimaksud pada ayat‘ (1) harus berpedoman e ';'

pada ketentuan Peraturan Perundang undangan yang ada dan tidak boleh




Pasal 38 |
Peraturan Bupati ini mular bertaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahumya memermtahkan pengundangan Peraturan
Bupatl ini dengan penempatannya - dalam Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar. ' -

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal &% Pebw 0l
BUPATI KA GANYAR,

Dr. Hj. RINA IRIANI SR

!
|

_ 'Dlundangkan di Karanganyar
padatanggal &S /Oebmal’) ;257 4
SEKRETA Rl AERAH,KABUPATEN KARANGANYAR,

Drs. KASTONO DS, MM.
Pembina Utama Madyja
NIP. 19540809 197903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2011 NOMOR 15

TNANINGSIH, M.Hum.

Y |



‘. LAMPIRAN = . o ,

: PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

~ " NOMOR , .‘; 15 Tauy

.~ TANGGAL = . _ . VU 201 ,
SRyt P 28 YEBRVARL R0

L FORMAT KETERANGAN RENCANA

2

L e e 3

[
i

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
- DINAS PEKERJAAN UMUM :

JL Nyl AgengKaran" No 1 Telp 0271495007, Fax (0271) 193828

KETERANGAN RENCANA .

Nomor : . : '
‘ }r . o : - :
S 1. Sehubungan dengan permohonan Keteransran RenCana (Adv1ce Planmng) tanggal
} . S _'momor___ dan SR
A, a. - Nama TR R R
i b Pekerjaan‘ S
c . Jabatan 58
~d. - Alamat - 1

untuk mendapatkan Keterangan Rencana (Advxce Planmng) tentang rencana
- Peruntukan lahan .-+ - o : bR
'-: Ketinggian bangunan =

Rencana pelebaran.

2. Setelah dladakan pemnj auan lapangan pada tanggal __- terhadap lokasi tanah
- dimaksud, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21
 Tahun 2009 tentang Bangunan dapat dlberxkan Keterangan Rencana (Adv1ce Plannmg)
- ‘sebagai berikut : , R
1. Tanah _ di Kelurahan T Kecamatan- -
S peruntukan lahan merupakan Daerah R R
_ 2, ketmgglan bangunan _ L

Kota ' L

b
i

30 Sebagal penj elasanileblh lanjut Keterangan Rencana (Adv1ce Plannmg) ini d11amp1r1
‘ ,dengan Peta Keterangan Rencana dan Peta Loka51 ; ‘

:4'. . Keterangan Rencana (Adv1ce Planmng) ini merupakun dasar pembuatan Keputusan

. Bupati Kabupaten Karanganyar tentang Keterangan Réncana yang akan dlpergunakan
sebaga1 kelengkapan permobonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB):
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PEMER]NTAH KABUPATEN KARANGANYAR |
DINAS PEKERJAAN UMUM

Ji NVl Ag,cng, Karan;, No 1 Telp 0271-495007 Fax. (0271) 4)5828

e Nopgmobon . f

b ‘Nama, pemohonv "
. Alamat lokasi - e
o Kelurahan =~ =

i

Luas tanah _' Sl

.j‘gNJOP i
. Luas bebas USJ
-+ Luas bebas GSB
. Luas yang dlmlntakan AP

f@wprQﬂ7 

b :Retnbum A
‘ . = Luas :

Kecamatan S Do

Luasyangdl.,ewa g Sy

d Status tanah

i,: e Peruntukan
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| f Penggunaanr .

Yang menOhltung :
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Keterangan

: (ket 1)
t(ket2)

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR -
DINAS PEKERJAAN UMUM N\

( JI. Nyi Ageng Karang No. 1 LN
‘Telp 0271-495007, Fax. (0271) 495828

i - PETA KETERANGAN RENCANA

Nomor Pemohon

‘| Tanggal *

SWP

Luas Tanah

Bebas GSJ

Angka Lantai Dasar (ALD)

_| Angka Luas Lantai (ALL)

Angka Ruang Parkir (ARP)

Angka Ruang Hijau (ARH)

Angka Ruang Terbuka (ART)

Tinggi Bangunan
- An. BUl;ATI ‘KARANvGANYAR
!

NIP...coovere
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' KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

Kepala Bidang Cipta Karya,

‘1 . (skala)
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| Digambar :

Kepala Seksi Cipta Karya,

{(nama)
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